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ABSTRAK 

 Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) memegang 

peranan penting dalam perkembangan teknologi, industri dan perdagangan 

nasional maupun internasional. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan 

kesepakatan Internasional yang tertuang dalam Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang menjadi salah satu agenda 

World Trade Organization (WTO). Indonesia, sebagai wujud konsekuensi 

tergabung dalam WTO meratifikasi Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Estabilishing the World Trade Organization (Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan menerbitkan perundang-

undangan sekaligus sebagai perlindungan HKI yakni Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 

tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain 

Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang 

Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan perundang-

undangan lainnya. Tinjauan Hukum Islam dengan pendekatan Maqa>s}id asy-
Syari>‘ah mencoba mangkaji perlindungan HKI yang telah tercantum dalam 

perundang-undangan. 

Jenis penelitian yang digunakan yakni deskriptif analitik dengan studi 

pustaka (library research). Penyusun menggunakan pendekatan yuridis filosofis, 

mengkaji teori hukum Islam melalui  pendekatan maqa>s}id asy-Syari>‘ah, dengan 

objek penelitian perlindungan HKI yang tertera dalam perundang-undangannya. 

Berdasarkan hasil analisis, perlindungan HKI yang dikaji dengan maqa>s}id 
asy-Syari>‘ah sebagai konsep kemaslahatan dapat terwujud. Perlindungan HKI 

yang dimiliki creator atas kreasi intelektualnya sebagai d{aru>riyya>t yakni 

pelestarian akal (h}ifz} al-‘Aql)) dan pelestarian agama (h}ifz} al-Ma>l). Disisi lain, 

terdapat kepentingan publik atas pendistribusian kekayaan intelektual yang telah 

ada sebagai pembatasan HKI juga dapat merangkul seluruh aspek Kulliya >t al-
Khams (h}ifz} ad-Di>n, h}ifz{ an-Nafs,  h}ifz{ al-‘Aql,  h}ifz{ an-Nasl h}ifz{ al-Ma>l). 
H{ajiyya>t, peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat terkait HKI 

bersifat memaksa dalam rangka melangsungkan kehidupan. Tah{si>niyyat sebagai 

upaya pencapaian ini berlandaskan pada penghargaan (reward) yang telah 

diberikan oleh masyarakat maupun pemerintah kepada creator atas karya cipta 

maupun karsa yang dihasilkan karena telah berkontribusi dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

Pengkajian maqa>s}id asy-Syari>‘ah terhadap perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual yang dimiliki oleh Creator terdapat pertentangan dengan kepentingan 

publik. Taqdi>mu al-Mas}lah}ah al-‘A<mmah ‘ala al-Mas}lah}ah al-Khas}s}ah iz\a 
Ta’a>rad}at al-Mas}lah}ata}ni, dengan demikian kemaslahatan publik atas 

pendistribusian kekayaan intelektual menjadi hal yang terpenting. Mas{lah{ah al-
‘Ammah lebih diunggulkan daripada mas{lah{ah al-Khas}s}ah tentunya ketika 

terdapat d}aru>ra>t (terpaksa) dengan tidak menjadikan kekayaan intelektual 

sebagai tujuan komersilnya. 



  



 

  



 



vi 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Penulisan  trasliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi 

ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 
0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

Alif - - 

Ba‟ B Be 

Ta‟ T Te 

Ṡa‟ Ṡ es (dengan titik di atas) 

Jim J Je 

Ḥa‟ Ḥ ha (dengan titik di bawah) 

Kha Kh ka-ha 

Dal D De 
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Żal Ż zet (dengan titik di atas) 

Ra‟ R Er 

Zai Z Zet 

Sin S Es 

Syin Sy es-ye 

Ṣād Ṣ es dengan titik di  bawah 

Ḍaḍ Ḍ de (dengan titik di bawah) 

Ṭa‟ Ṭ te (dengan titik di bawah) 

Ẓa‟ Ẓ zet (dengan titik di bawah) 

„ain „ Koma terbalik di atas 

Ghain G Ge 

Fa‟ F Ef 
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Qāf Q Ki 

Kāf K Ka 

Lam L El 

Mim M Em 

Nun N En 

Wau W We 

Ha‟ H Ha 

Hamzah ` Apostrof 

Ya‟ Y Ya 

 

B. Vokal 

1. Vokal Tunggal 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

Fathah A A 

Kasrah I I 
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Dammah U U 

 

Contoh: 

    kataba                        su‟ila 

2. Vokal Rangkap 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

Fatkhah dan ya Ai 
a – i 

Fatkhah dan wau Au 
a – u 

 

3. Vokal Panjang 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

Fatkhah dan alif Ᾱ a dengan garis di atas 

Fatkhah dan ya Ᾱ a dengan garis di atas 

Kasrah dan ya Ῑ i dengan garis di atas 

Zammah dan ya Ū u dengan garis di atas 

 

Contoh : 

  qāla                       qīla 

ramā   yaqūlu 

C. Ta’ Marbuṭah 

1. Transliterasi ta‟ marbuṭah hidup 



x 
 

Ta’ marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dammah transliterasinya adalah “t”. 

2. Transliterasi ta’ marbuṭah mati 

Ta’ marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

Contoh: 

       ṭalḥah 

3. Jika ta‟ marbuṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan 

bacaannya terpisah, maka ta‟ marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan  

“ha”/h. 

Contoh: 

rauḍah al-aṭfāl 

al-Madīnah al-Munawwarah 

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, 

baik ketika berada di awal atau di akhir kata. 

Contoh: 

     nazzala 

  al-birru 

E. Kata Sandang “ ”  



xi 
 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 

“ ”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang 

yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf 

Qamariyah. 

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya yaitu “ ”  diganti huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang tersebut. 

Contoh:  

 ar-rajulu 

      as-sayyidatu 

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 

bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, 

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan tanda sambung (-). 

Contoh: 

al-qalamu 

     al-badī’u 

F. Hamzah 

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di 



xii 
 

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam 

tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

        syai’un 

  umirtu 

    an-nau’u 

 

G. Huruf Kapital 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam 

transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 

sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada 

nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan 

kalimat. 

Contoh: 

   Wamā Muhammadun illā rasūl 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi 

Indonesia di kuartal II 2015 sebesar 4,67 persen atau turun dari realisasi kuartal 

sebelumnya 4.72 persen. Hingga semester I, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,7 

persen, turun dari periode yang sama tahun lalu skitar 5,17 persen. Penyebab 

utama lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah kondisi serupa yang 

dihadapi perekonomian global sepanjang periode April-Juni 2015.
1
 

 Kondisi suatu negara mustahil untuk mengelak adanya Globalisasi. 

Globalisasi memiliki pengertian yang berbeda-beda dan perdagangan bebas 

merupakan buah dari globalisasi. Globalisasi dianggap sebagai “raksasa” yang 

sudah siap menghadang kita, dengan cara apapun suatu negara harus siap untuk 

menghadapinya. Termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, 

harus menghadapi era globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Persaingan dalam 

perdagangan bebas di bidang ekonomi mencakup di dalamnya pengeksploitasian 

sumber daya alam dan pemanfaatan kekayaan intelektual. 

 General Agreement on Tariff and Trade/GATT (Persetujuan Umum 

Tentang Tariff Dan Perdagangan) merupakan kerangka perjanjian perdagangan 

multinasional. GATT membawa misi perdagangan bebas, dengan memiliki tujuan 

                                                           
1
 http://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20150505105654.pdf diakses tanggal 29 

Oktober 2015 pukul 13.41 WIB 

http://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20150505105654.pdf
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yakni terciptanya perlakuan yang sama serta pertumbuhan ekonomi yang 

berasaskan liberalisasi perdagangan dunia. Ini yang kemudian sebuah kenyataan 

yang tidak dapat dihindari.  

 Selama putaran Uruguay berlangsung, hak kekayaan intelektual 

merupakan salah satu topik yang dipersoalkan dan membutuhkan pembahasan. 

Hal tersebut yang menjadi penyebab dibentuk konvensi Jenewa pada bulan 

September tahun 1990 Intellectual Property In Business Briefing banyak 

mendiskusikan mengenai masalah tersebut, yang kini disebut dengan TRIPs atau  

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (aspek-aspek yang terkait 

dengan dengan hak kekayaan intelektual). Menurut penjelasan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pengesahan Agreement Estabilishing The World 

Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). 

Hal ini merupakan kebijakan ekonomi pasar yang bersifat terbuka dalam 

perdagangan multinasional termasuk Indonesia, sebagai bagian dari anggota 

masyarakat internasional.
2
 

 Sesuai dengan kebijakan untuk meratifikasi paket persetujuan dan untuk 

menyelaraskan berbagai perkembangan serta perubahan yang berlaku saat ini, 

telah diberlakukan beberapa undang-undang yang mampu mengakomodasi 

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Beberapa undang-undang tersebut 

diantaranya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan 

Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

                                                           
2
 Arif Lutviansori, Hak Cipta dan Perlindungan Forklor di Indonesia (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2010), hlm. 31.  
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Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta. 

 Dalam hal ini, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

kemampuan inovasi manusia menjadi bagian yang sangat penting guna 

mendukung daya saing bagi semua produk industri baik pemasaran produk di 

dalam negeri maupun luar negeri. Keadaan ini tidak terelakkan dengan tuntutan 

dunia yang sudah berubah dan bergerak cepat, sehingga menuntut kita bersikap 

dinamis, adaptif, dan kreatif dalam membangun sebuah kekayaan intelektual. 

 Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan 

resmi dari Intellectual Property Rights. Berdasarkan substansinya, HKI 

berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi kekayaan 

intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.
3
   

 Di samping mengembangkan manusia lebih kreatif dan inovatif, 

pemberian hak eksklusif pun mewarnai dalam upaya perlindungan hukum 

terhadap HKI.
4
 Hak yang diberikan oleh sistem HKI bersifat eksklusif. Artinya, 

hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung 

dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak 

                                                           
3
Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global: Sebuah Kajian 

Kontemporer (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 1. 

 
4
 Ibid., hlm. 2. 



4 
 

dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu 

tanpa ijin. Hak eksklusif merupakan sebuah reward atas kekayaan intelektual 

yang dihasilkannya. 

 Aspek ekonomi, hak eksklusif yang diperoleh pemilik untuk 

mendapatkan manfaat ekonomi atas kekayaan intelektualnya adalah sebuah 

kegiatan monopoli  yangmana dapat membatasi pihak lain dalam menikmati dan 

menggunakan HKI seperti pengguna dan masyarakat.  

 Dari sudut pandang masyarakat, hak ini terlihat adanya suatu yang 

eksklusif yang hanya dimiliki oleh Creator/Pemegang hak dengan tidak 

memperbolehkan pihak lain untuk memndistribusikan kekayaan intelektual 

tersebut. Pendistribusian kekayaan ini menjadi hal penting oleh masyarakat 

mengingat  kebutuhan atas pendistribusian kekayaan intelektual ini demi 

tercapainya kualitas hidup masyarakat yang sejahtera.   

 Manusia dengan potensi akal yang dianugerahkan kepadanya, diberi 

“kebebasan” untuk mencari alternatif permasalahan-permasalahan hukum dan 

kehidupan sosial yang mengitarinya (muamalah). Melihat permasalahan-

permasalahan sosial yang terjadi dewasa ini, dibutuhkan peranan maqa>s}id asy-

Syari>’ah. Kajian maqa>s}id asy-Syari>’ah sangatlah penting dalam upaya ijtihad 

terhadap hukum, karena maqa>s}id asy-Syari>’ah menjadi salah satu landasan 

penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-

masalah yang secara tegas tidak terdapat dalam nash (Alquran dan Hadis |). Asy-
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Sya>t}ibi menyatakan bahwa kandungan maqāṣid asy-Syari’ah atau tujuan suatu 

hukum adalah kemaslahatan umat manusia.
5
  

 Maqa>s}id asy-Syari>’ah merupakan metode pengembangan nilai-nilai yang 

terkandung dalam syariat dan menjadi ruh (jiwa) hukum Islam dalam menghadapi 

perubahan sosial. Oleh sebab itu, pertentangan kepentingan yakni kemaslahatan 

yang dimiliki oleh pemilik HKI dengan masyarakat atas tuntutan kebutuhannya 

harus diberikan pemecahan masalahnya (problem solving) dengan metode 

maqa>s}id asy-Syari>’ah. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji Hak 

Kekayaan Intelektual yang dilihat dari sudut pandang maqa>s}id asy-Syari>‘ah. Oleh 

karena itu, penyusun merumuskan sebuah penelitian dengan judul “KAJIAN 

KRITIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (TINJAUAN 

MAQA<S{ID ASY-SYARI<’AH).” 

B. Pokok Masalah 

 Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka pokok 

masalah yang dibahas adalah bagaimana tinjauan maqa>s}id asy-Syari>’ah terhadap 

kajian Hak Kekayaan Intelektual? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

                                                           
5
Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid asy-Syari’ah Menurut Syatibi (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 64. 
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Sejalan dengan pokok masalah yang telah disebutkan, tujuan utama yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengkaji hak kekayaan intelektual 

dalam sudut pandang maqa>s}id asy-Syari>’ah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini adalah: 

a. Bagi Penyusun, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan penyusun yakni 

peranan hukum Islam dalam ranah perdata khususnya hak 

kekayaan intelektual  

b. Bagi Akademis, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan 

dan menjadi sumbangsih pemikiran yang kritis oleh civitas 

akademika  

c. Bagi masyarakat dan Pemerintah. Pembahasan secara yuridis dan 

filosofis diharapkan dapat mengatur individu atau masyarakat 

dalam rangka mengatur kehidupan khususnya dalam ranah perdata. 

Selain itu, karya ini diharapkan menjadi tolak ukur pemerintah atau 

lembaga yang berwenang dalam menetapkan suatu policy 

khususnya dalam ranah hak kekayaan intelektual. 

D. Telaah Pustaka 

 Banyak penelitian yang menjelaskan dan memaparkan mengenai 

permasalahan Hak Kekayaan Intelektual, dalam penelusuran sejumlah literatur. 

Terdapat beberapa literatur maupun tulisan mengenai hak kekayaan intelektual itu 

sendiri maupun beberapa tinjauan seperti hukum Islamnya.     
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 Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Lathifah Hanim dengan judul 

“Perlindungan Hukum HaKI dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia” yang 

memaparkan tentang HaKI dalam bisnis waralaba. sebagaimana diatur dan 

dilindungi oleh peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Hak 

Cipta, Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Rahasia Dagang. 

Perlindungan hukum HaKI yang dimiliki oleh Pihak Pemberi Waralaba 

(frinchisor) akan dapat lebih terlindungi apabila dalam perjanjian waralaba 

mengatur tentang perlindungan HaKI secara spesifik termasuk kewajiban Pihak 

Penerima waralaba (frinchesee) dalam melindungi rahasia dagang yang telah 

diberikan oleh pihak pemberi waralaba (frinchisor).
6
 

 Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Budi Agus Riswandi dengan judul 

“Permasalahan Pelanggaran Dan Langkah Hukum Hak Cipta atas Musik dan Lagu 

yang Dituangkan dalam Bentuk VCD dan DVD,” memaparkan Pelanggaran hak 

cipta terhadap praktek perdagangan musik dan lagu yang dituangkan dalam 

bentuk VCD dan DVD di lingkungan Jalan Mataram Yogyakarta. Permasalahan 

ini timbul dari sosial ekonomi masyarakat serta kurang optimalnya langkah-

langkah hukum yang dilakukan pemerintah dalam membangun kesadaran 

hukum.
7
 

 Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Devi Rahayu dengan judul “Perlindungan 

Hukum terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura,“ yang 

                                                           
6
Lathifah Hanim,”Perlindungan Hukum Haki dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia,” 

Semarang, Fakultas Hukum UNISSULA (2011). 
7
 Budi Agus Riswandi, “Permasalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas 

Musik Dan Lagu Yang Dituangkan Dalam Bentuk VCD Dan DVD,” Yogyakarta, Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia (2009). 
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menjelaskan bahwa rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat 

khususnya industri kecil menengah terhadap hak cipta dilihat dari pengakuan 

masyarakat atas kepemilikan bersama terhadap hak cipta motif batik tanjungbumi 

(public domain).
8
 

 Selain dari itu, penyusun melakukan penelusuran dari berbagai 

perpustakaan di beberapa universitas yang membahas tentang Hak Kekayaan 

Intelektual antara lain Tesis yang disusun oleh Patiung Liling, Mahasiswa 

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta 

dengan judul “Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual 

Terhadap Manfaat Ekonomi” yang menjelaskan mengenai bentuk perlindungan 

hukum HKI. Bentuk perlindungan hukum HKI terhadap pemilik secara hukum 

diantaranya Pemberian Lisensi (izin) kepada pihak lain harus melalui suatu 

perjanjian berdasarkan pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati 

manfaat ekonomi.
9
 

 Tesis yang ditulis oleh Kadek Julia Mahadewi dengan judul “Budaya 

Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 

Cipta Pada Pengrajin Perak di Bali,” Menjelaskan bahwa adanya budaya hukum 

pada pengrajin perak di Bali berorientasi pada nilai ekonomi serta bentuk 

                                                           
8
http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/PERLINDUNGAN-HUKUM-

TERHADAP-HAK-CIPTA-MOTIF-BATIK-TANJUNGBUMI-MADURA.pdf diakses pada 28 

Oktober 2015 pukul 15.15 WIB 

 
9
 Patiung Paliling,”Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap 

Perolehan Manfaat Ekonomi,” Tesis Magister Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta, 2014. 

 

http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/PERLINDUNGAN-HUKUM-TERHADAP-HAK-CIPTA-MOTIF-BATIK-TANJUNGBUMI-MADURA.pdf
http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/PERLINDUNGAN-HUKUM-TERHADAP-HAK-CIPTA-MOTIF-BATIK-TANJUNGBUMI-MADURA.pdf
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perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap motif-motif tradisional 

baik sebagai preventif maupun represif.
10

 

 Skripsi yang disusun oleh Junda Sita Pratiwi, mahasiswi Muamalat 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul 

“Penyalahgunaan hak cipta racun tikus merek “Gayus” (Analisis Yuridis 

Normatif).” Penyusunan ini dilihat dari Tinjauan yuridis terhadap praktik 

penyalahgunaan hak cipta. Praktik penyalahgunaan hak cipta tidak sesuai dengan 

tujuan-tujuan penetapan hukum Islam (maqa>s}id asy-Syari>’ah) khususnya 

perlindungan harta (h}ifz{ al-ma>l). Aktifitas bisnis yang dilakukan diperoleh 

melalui jalan yang tidak benar karena memalsukan dari produk yang telah 

terdaftar.
11

 

 Skripsi yang disusun oleh Yeni Ulfiyeni, Mahasiswi Muamalah Fakultas 

Syari‟ah UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Fatwa MUI tentang 

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus terhadap Layanan Foto 

Copy Buku Berhak Cipta),” yang mengemukakan bahwa Pandangan MUI 

mengenai kewenangan pemilik hak cipta atas karya Intelektual yang dimilikinya 

dan hak tersebut dimasukan dalam golongan harta kekayaan. Sehingga wajib 

                                                           
10

 Kadek Julia Mahadewi,” Budaya hukum dalam keberlakuan undang-undang Nomor 28 

tahun 2014 tentang hak cipta pada pengrajin perak di Bali,” Tesis Magister Program Studi Ilmu 

Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2015. 

 
11

Junda Sita Pratiwi,”Penyalahgunaan hak cipta racun tikus merek “Gayus” (Analisis 

Yurudis Normatif),” Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2013. 
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untuk dilindungi baik oleh hukum formal maupun hukum Islam sebagai hak milik 

individu.
12

 

 Skripsi yang disusun oleh Nunung Fadlilatul Maulida, Mahasiswi 

Muamalah Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 

berjudul “Hak Kepemilikan Rahasia Dagang Menurut Perspektif Hukum Islam 

(Studi Atas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000)” yang memaparkan 

adanya Rahasia dagang dalam Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadikan 

prkatek monopoli. Dalam kaca mata hukum Islam memandang monopoli dan 

rahasia dagang tidak ditemukan dalil yang bertentangan dengan kepentingan 

umum, namun pada diri pemilik rahasia dagang perlu menanamkan nilai-nilai 

sosial agar tidak terdapat kerugian yang menimpa masyarakat.
13

 

 Skripsi yang disusun oleh Istin Himayah, Mahasiswi Muamalah Fakultas 

Syari‟ah UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Hak Merek (Study Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang 

Mubarok Di PT.Mubarokfood Cipta Delicia Kudus),” yang menjelaskan bahwa 

praktek peniruan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek  tidak diperbolehkan sama halnya dalam 

                                                           
12

 Yeni ulfiyeni,” Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

(Studi Kasus Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta),” Skripsi tidak diterbitkan 

Fakultas Syari‟ah UIN Walisongo Semarang, 2011. 

 
13

 Nunung Fadlilatul Maulida, “Hak Kepemilikan Rahasia Dagang Menurut Perspektif 

Hukum Islam (Study Atas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000),” Skripsi tidak 

diterbitkan Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006. 
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hukum Islam karena peniruan merek disamakan dengan pengambilan hak milik 

orang lain.
14

 

 Skripsi yang disusun oleh Linda Dewi Bayu Astuti, Mahasiswi Ilmu 

Hukum Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 

berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Desain Industri di DIY Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri” yang 

mengumakakan bahwa perlindungan hak desain industri di DIY belum sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain industri karena 

substansi yang ada tidak cukup memberikan perlindungan hukum, struktur hukum 

belum optimal dalam melaksanakan undang-undang desain industri dan kultur 

hukum masyarakat belum memiliki kesadaran hukum dalam menggunakan 

haknya.
15

 

 Dari penelaahan yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan 

penelitian yang mangkaji secara kritis mengenai hak kekayaan intelektual yang 

dilihat dari sudut pandang maqa>s}id asy-Syari>’ah.  

E. Kerangka Teori 

 L.J. Van Aveldorn menyatakan bahwa hak adalah hukum yang 

dihubungkan dengan seseorang manusia atau subjek hukum tertentu dan 

                                                           
14

 Istin Himayah,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Merek (Study Kasus Pelanggaran 

Atas Hak Merek Jenang Mubarok di PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus),” Skripsi tidak 

diterbitkan Fakultas Syari‟ah UIN Walisongo Semarang, 2008. 

 
15

 Linda Dewi Bayu Astuti,”Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Desain Industri di DIY 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,” Skripsi tidak 

diterbitkan Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
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menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai 

bergerak.
16

  

 Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum melindungi kepentingan seseorang 

dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepada seseorang untuk bertindak dalam 

rangka kepentingannya. Pengalokasian kekuasaan dilakukan secara terukur, 

ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan demikian itulah yang disebut 

sebagai hak.
17

 

 Kekayaan (property) merupakan padanan kata kepemilikan (ownership). 

Maka kekayaan dapat diartikan kepemilikan atas suatu benda sebagai konsekuensi 

dari diberikannya hak kepada seseorang oleh hukum. Sementara kata intelektual  

(intellectual) bermakna kecerdasan, daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki 

oleh seseorang. Maka HKI dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh 

hukum kepada subjek hukum (manusia/badan hukum) terhadap suatu benda yang 

merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia.
18

 

 WIPO (World Intellectual Property Organization) sebuah lembaga 

internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI 

sebagai “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya 

                                                           
16

 C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), hlm. 119. 

 
17

Chandra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia  (Bandung: 

Mandar Maju, 2001), cet. ke-1, hlm. 48-49. 

 
18

 Ibid.,  hlm. 49. 
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sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam 

perdagangan.”
19

 

 Dikemukakan oleh Mc-Keough dan Andrew Stewart HKI merupakan 

sebuah hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia 

yang memiliki manfaat ekonomi.
20

 

 Sedangkan Dirjen HKI bekerja sama dengan ECAP mendefinisikan HKI 

sebagai hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu 

produk atau proses yang berguna untuk manusia.
21

 

 Adapun definisi para ahli dapat dirumuskan menjadi tiga elemen penting 

berikut ini: 

a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum 

b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada 

kemampuan intelektual 

c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi 

 Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia telah ada sejak 

tahun 1980-an terbukti dengan diterbitkannya pengaturan HKI secara gradual 

yang dimulai dari UU Merek. Berdasarkan perkembangannya, HKI memiliki 7 

(tujuh) cabang diantaranya: 

                                                           
19

Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global: Sebuah Kajian 

Kontemporer (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 1. 

 
20

 Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) Cet. ke-1, hlm. 14 

 
21

 Ibid., hlm. 15. 
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a. Hak Cipta  

b. Merek  

c. Paten 

d. Desain industri 

e. Rahasia dagang 

f. Desain tata letak Sirkuit Terpadu 

g. Perlindungan Varietas tanaman  

 HKI sebagai sebuah konsep yang berasal dan berkembang di negara 

barat. Oleh karena itu, manfaat sistem HKI lebih sering didengungkan oleh 

negara-negara maju selaku produsen atau penghasil HKI. Kebanyakan argumen 

yang diajukan sebagai pembenar terhadap sistem HKI didasarkan pada perspektif 

pembangunan ekonomi, peningkatan inovasi, dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat (Samuel A. Oddi, 1987:1-5).
22

 

 Sementara itu, Islam juga mengakui dan menghargai hak milik pribadi, 

walaupun pada hakikatnya adalah milik Allah semata namun terdapat sesuatu 

yang diamanatkan kepada orang yang kebetulan memilikinya. Artinya  

dimaksudkan untuk dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk 

kesejahteraan pribadi dan kesejahteraan masyarakat.  

س بالإثى ل انُالاتأكهىا  أيىنكى بيُكى بانبطم و تدنىا بها إنى انحكاو نتأكهىا فريقا يٍ أيىو

َتى تعهًىٌوأ
23

 

                                                           
22

 Ibid., hlm.19. 
23

 QS Al-Baqarah (2): 188. 
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 Memang tidak ada secara khusus dalam alquran yang mengatur HKI, 

dengan kata lain masalah HKI tidak disebutkan secara implisit oleh alquran. Lagi 

pula masalah perlindungan HKI ini termasuk masalah baru yang belum dikenal 

pada masyarakat dahulu. 

 Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu h{uqu>q ma>liyyah 

(hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum, sebagaimana ma>l 

(kekayaan), HKI juga dapat dijadikan sebagai objek akad (al-ma‘qu>d ‘alaih), baik 

akad mu’a>waḍah (pertukaran komersial) maupun akad tabarru‘a>t (non 

komersial).
24

 Suatu bagian dari hukum Islam, yang didasari oleh syari‟at, tidak 

dianggap sebagai al-Maqa>s}id kecuali terpautnya pada sebuah sasaran yang sah, 

yang dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadatan. Artinya tujuan 

apapun yang termasuk dalam al-Maqa>s}id tidak lain adalah untuk menjaga 

kemaslahatan manusia. 

 Mas}lah}ah mutlak diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan 

ukhrawi dan duniawi tidak akan mengkin dicapai tanpanya, terutama bersifat 

d{aru>riyyah yang meliputi lima hal sebagaimana telah disepakati oleh ahli ushul 

yakni (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.
25

 

                                                           
24

 Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2015 

Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual . 

 
25

Haq, Hamka, Al-Syatibi  Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat 

(Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 95. 
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 Kelima tujuan syariat di atas memiliki urgensi masing-masing yang 

bervariasi. Urgensi setiap aspeknya dapat dibagi dalam tiga tingkatan, yakni 

D{aru>riyyah, Ha>jiyyah dan Tahsi>niyyah 26
 

a. D{aru>riyyah, kemaslahatan essensial bagi kehidupan manusia dan arena itu 

wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik 

ukhrawi maupun duniawi. Dengan kata lain, jika d{aru>riyyah ini tidak 

terwujud niscaya kehidupan manusia akan punah. 

b. Ha>jiyyah, segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup 

bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat, dan terhindar dari berbagai 

kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh, kehidupan manusia pasti 

mengalami kesulitan (masyaqqah) meski tidak sampai menyebabkan 

kepunahan. 

c. Tahsi>niyyah, kebutuhan hidup komplementar-sekunder untuk 

menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan 

tahsiniyat ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia urang 

sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan 

kebinasaan hidup.  

 Seiring bergantinya waktu, khususnya pada abad ke-20 M teori-teori 

maqa>s{id telah berkembang. Para faqih muslim, penggagas teori al-Maqa>s}id 

kontemporer telah mengkritik klasifikasi klasik tersebut yang dibangun 

berdasarkan tingkat keniscayaan karena  klasifikasi klasik hanya tertuju pada 

                                                           
26

 Abu> Ish}a>q Ibra>hi>m Ibn  Mu>sa> al-Lakhmi> asy-Sya>t}ibi> al-Ma>liki>, Al-Muwa>faqa>t fi> us{u>l 
asy-Syari>‘ah (Mis{ra: Maktabah al-Usrah), Jilid 2, hlm. 17. 
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individu bukan masyarakat  (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan 

dan ekonomi nasional). Kemudian ulama kontemporer menginduksi konsep-

konsep dan klasifikasi-klasifikasi yang baru sebagai berikut:
27 

 Pertama, dengan mempertimbangkan jangkauan hukum yang diliputi al-

Maqa>s}id, para ulama kontemporer membagi al-Maqa>s}id menjadi 3 (tiga) 

golongan yakni sebagai berikut: 

a. al-Maqa>s}id umum:yang dapat diperhatikan pada hukum Islami secara 

keseluruhan, seperti keniscayaan dan kebutuhan di atas. Ulama pun 

menambah al-maqashid baru seperti keadilan, universalitas dan 

kemudahan.  

b. al-Maqa>s}id spesifik: yang dapat diperhatikan pada salaah satu bab 

tertentudari hukum Islam seperti kesejahteraan anak pada bab hukum 

keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana, dan mencegah 

monopoli pada bab muamalat. 

c. al-Maqa>s}id Parsial: meliputi apa yang dianggap sebagai maksud 

terungkapnya kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada 

kasus hukum tertentu. 

 Kedua, untuk memperbaiki kekurangan pada orientasi individualistik dan 

klasifikasi al-Maqa>s}id klasik, ulama kontemporer telah memperluas konsep al-

Maqa>s}id meliputi jangkauan yang lebih luas seperti masyarakat, bangsa bahkan 

umat manusia secara umum. Perlusan jangkauan tersebut memberi kesempatan 

                                                           
27

 Jaser Audah, al-Maqashid Untuk Pemula, alih bahasa‟Ali „Abdoelmon‟im cet. ke-1 

(Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 12-13. 
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bagi para ulama kontemporer untuk merespons tantangan global, dan membantu 

merealisasikan al-Maqa>s}}id menjadi rencana-rencana praktis untuk reformasi dan 

pembaruan. Ulama kontemporer meletakkan al-Maqa>s}id dan sistem nilai yang 

terkait dengannya, pada pusat perdebatan publik.  

 Ketiga, dalam rangka revisi maqa>s}id klasik oleh ulama kontemporer, 

mereka berhasil mengemukakan al-Maqa>s}id universal yang baru, yang didedukasi 

langsung dari teks-teks seci, bukan dari dalam literatur warisan mazhab fikih 

Islam. Pendekatan ini (mendedukasi al-Maqa>s}id langsung dari Alquran dan 

Hadis|), memungkinkan pemikiran al-Maqa>s}id untuk melampaui problem 

historitas doktrin-doktrin fikih lama. Di samping itu, mendeduksi tujuan-tujuan 

pokok syari‟at memberikan kesempatan bagi representasi nilai dan prinsip 

tertinggi yang terkandung di dalam teks suci, dimana hukum praktis kekinian 

harus tunduk kepada nilai dan prinsip tersebut, bukan tunduk kepada pendapat 

atau penafsiran yang diwarisi semata.  

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research), 

dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-

data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku-buku atau 

karya-karya relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.  
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2. Sifat penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni memaparkan permasalahan 

mengenai hak kekayaan intelektual yang dibingkai dalam tinjauan Maqa>s}id 

Asy-Syari>’ah sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab pokok 

masalah yang telah dipaparkan.  

3. Teknik pengumpulan data 

 Karena penilitian ini adalah library research, maka teknik pengumpulan 

data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan cara megkaji, menganalisis 

serta menelaah berbagai buku, kitab, undang-undang, fatwa, tulisan atau 

sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan objek pembahasan ini. 

a. Sumber data primer,yaitu Al-Muwa>faqa>t jilid II, Fatwa MUI Nomor : 

1/MUNAS VII/MUI/15/2015 tentang Perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual, TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan 

Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang 

Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang 

Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
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b. Sumber data sekunder, sumber yang digunakan adalah bahan yang 

diperoleh dari buku-buku karangan para ahli, surat kabar berupa ilmiah 

seperti bahan pustaka, jurnal dan sebagainya serta bahan lainnya yang 

terkait dengan penelitian yang akan dilakukan  

c. Sumber data tersier, sebagai bahan hukum yang dapat memberi 

petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan 

lebih lanjut seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa 

Arab-Indonesia, dan beberapa artikel atau jurnal dari media internet. 

4. Pendekatan penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis filosofis. 

Mengkaji hak kekayaan intelektual secara yuridis yang diidentifikasikan oleh 

teori Maqa>s}id asy-Syari>’ah yang termasuk dalam filsafat hukum Islam. 

5. Analisis data 

 Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis dengan menggunakan 

metode analisis kualitatif, yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah 

terkumpul. Secara sederhana artinya semua data yang diperoleh dianalisis 

secara utuh sehingga terlihat gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil 

analisis ini, penyusun menarik kesimpulan untuk menjawab isu tersebut. 

Kemudian analisis ini diakhiri dengan saran yang seharusnya dilakukan 

terhadap isu tersebut. 
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G. Sistematika Pembahasan 

 Untuk mempermudah dalam menyusun dan mengetahui isi skripsi, 

penyusun membagi dalam lima bab yang berisi kurang lebih sebagai berikut: 

 Bab pertama merupakan pendahuluan yang mengantarkan keseluruhan 

data pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

 Bab kedua, dalam bab ini membahas mengenai teori-teori yang 

digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam permbahasan skripsi 

ini. Teori yang digunakan adalah: Teori Maqa>s}id Asy-Syari>’ah sebagai tinjauan 

dasar dalam melihat adanya hak kekayaan intelektual. 

 Bab ketiga, dalam bab ini penyusun memaparkan objek pembahasan 

yakni tentang hak kekayaan intelektual berikut pengertian, perkembangan, ruang 

lingkup, prinsip-prinsip, teori Pembenaran serta pembatasan yang ada di dalam 

HKI. 

 Bab keempat, bab ini membahas mengenai analisis yang dilakukan 

penyusun membahas mengenai analisis yang dilakukan atas permasalahan yang 

diangkat dalam skripsi ini dengan menggunakan teori-teori yang terdapat dalam 

bab kedua.  

 Bab kelima merupakan sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan 

dan saran hasil analisis yang telah dibahas pada bab keempat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

HKI merupakan suatu hak eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi 

Pencipta/creator, guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan 

hak lebih lanjut kepada orang lain atas karya (kreatifitas) yang telah ia hasilkan. 

Dalam UUD 1945 Pasal 28D menyatakan,”Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil ….” 

Kemaslahatan yang diraih yakni d{aru>riyya>t berupa H}ifz al-‘aql dan Ḥifẓ 

al-Māl sebagai kemaslahatan atas perlindungan karya seseorang yang telah 

dihasilkan, bentuk stimulan pengembangan inovasi dan penyebaran teknologi agar 

masyarakat lebih mengembangkan kreatifitas-kreatifitas yang lebih inovatif dan 

tak kalah pentingnya sebagai penolong industri yang ada di negara dalam 

mengahadapi persaingan global. Selain itu, peraturan perundang-undangan 

mengenai HKI merupakan h{ajiyya>t, kebutuhan sekunder yang mengatur 

masyarakat terkait HKI bersifat mengatur dan memaksa dalam rangka 

melangsungkan kehidupan. Tah{si>niyyat ,upaya pencapaian ini berlandaskan pada 

penghargaan (reward) yang telah diberikan oleh masyarakat maupun pemerintah 

kepada creator atas karya cipta maupun karsa yang dihasilkan, karena dengan 

kreasi intelektual ini dapat membantu masyarakat memilih dekorasi kehidupan. 

Pembatasan HKI yang telah diatur dalam perundang-undangan meliputi 

pendidikan serta penelitian dan pengembangan (Research and Development). 
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Pendidikan dan Research and Development (R&D) memenuhi beberapa peranan 

al-kulliyatul al-khams (h}ifz} ad-di>n, h}ifz an-nafs,  h}ifz al-‘aql,  h}ifz an-nasl dan 

h}ifz al-ma>l) sebagai d{aru>riyya>t. Terlebih pendidikan dan R&D sebagai pemicu 

inovasi dan kesejahteraan dari segala aspek dengan menjawab segala 

permasalahan dan kebutuhan yang berputar di masyarakat. Mengingat dalam 

UUD 1945 Pasal 28C yang menyatakan ‘Setiap orang berhak mengembangkan 

diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan 

dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, 

demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.’ 

Maqa>s}id asy-Syari>’ah sebagai tujuan serangkaian aturan-aturan telah 

digariskan oleh Allah SWT. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan 

dan mencegah kemadharatan bagi manusia. Semua aspek dalam kehidupan 

individu harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan seperti yang dikehendaki 

dalam maqa>s}id asy-Syari>’ah. 

Maqa>s}id asy-Syari>’ah melihat kedua  aspek yakni perlindungan HKI serta 

pembatasan di dalamnya sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan. 

Perlindungan HKI pada creator dan pembatasan di dalamnya terdapat dua 

kemaslahatan, Kemaslahatan parsial (Mas}lah}ah al-kha>s}s}ah) terkait dengan 

perlindungan hukum pada creator dan kemaslahatan universal (Mas}lah}ah al-

‘a>mmah) atas pendistribusian HKI yang diperlukan oleh masyarakat. Taqdi>mu al-

mas}lah}ah al-‘A<mmah ‘ala al-mas}lah}ah al-Khas}s}ah id|a ta’arad}at al-mas}lah}ata>ni, 

Dalam hal ini kemaslahatan universal-lah yang lebih diutamakan. Namun perlu 

diingat bahwa kemaslahatan umum terdapat unsur d}aru>rat (terpaksa) dengan 
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keadaan masyarakat yang terbatas untuk mencapai HKI. D}aru>rat merupakan ‘illat 

diperbolehkannya atas suatu hal yang dilarang, Ad}-d}aru>ra>tu tubih}ul mah}z}ura>t. 

Keterbatasan keadaan masyarakat dapat dijadikan ‘illat karena kepentingan 

masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai upaya 

melangsungkan kehidupannya. Namun tidak serta merta menggunakan d{aru>ra>t ini 

sebagai illat tentunya terdapat batasan kemutlakan dari kaidah ad{-d{aru>ra>t tubi<h{u 

al-Mah{dz{ura>t, dimana kebolehan melakukan sesuatu yang dilarang hanya sekedar 

untuk menghilangkan kemudharatan yang sedang menimpa dengan melihat 

kondisi d{aru>ra>t yang dapat mengancam jiwa tidak dilakukan sampai melampaui 

batas. Artinya, dengan tidak serta merta mengekspolitasi sebesar-besarnya 

sebagai tujuan komersial, dengan mengedepankan aspek moralitas yang dimiliki 

oleh setiap orang. 

 

B. Saran 

Setelah penyusun mengkaji permasalahan yang ada, maka dalam 

kesempatan ini penyusun mencoba memberikan beberapa saran yakni: 

1. Konsekuensi sebagai negara anggota WTO, Indonesia harus mengikuti 

aturan-aturan yang lahir dari organisasi internasional tidak terkecuali 

mengenai Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) yakni 

TRIPs terbukti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1986 tentang Pengesahan Agreement Estabilishing The World Trade 

Organization sebagai wujud Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia dan undang-undang lainnya yang terkait dengan HKI. 
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Sudah seharusnya Pelaksanan undang-undang HKI berikut pembatasannya 

dengan mengkonsideransi aspek sosial yang menyelimuti negara 

demokrasi ini. Perekonomian yang belum merata dengan keterbatasan 

yang dimiliki beberapa daerah menjadikan kendala masyarakat untuk 

menikmati kekayaan intelektual sebagai hak dasar warga Negara 

khususnya dalam hal pendidikan dan penelitian dan pengembangan. Selain 

itu, sudah seharusnya budaya hukum harus dimiliki oleh semua elemen 

untuk menghormati harkat dan martabat manusia bahkan bangsa bukan 

berarti hukum sebagai aturan yang mengikat erat namun terdapat aspek 

kemaslahatan di dalamnya yang mengatur kehidupan baik di dunia 

maupun akhirat. 

2. Dinamika dan problematika kehidupan yang dinamis sudah seharusnya 

menggunakan pendekatan maqa>s}id asy-Syari>’ah sebagai legitimasi yang 

mengedepankan aspek kemaslahatan di dalamnya. 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 



Lampiran 1 

DAFTAR TERJEMAHAN 

HLM FOOTNOTE TERJEMAHAN 

BAB I 

5 6 Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang 

Kaya saja di antara kamu. 

15 27 Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang 

bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 

dosa, padahal kamu mengetahui. 

BAB II 

31 20 dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat 

manusia 

32 24 Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa 

yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang 

telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah 

Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: 

Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah 

tentangnya. 

38 33 Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 



supaya mereka mengabdi kepada-Ku. 

38 33 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat 

demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami 

kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. 

39 35 Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak 

Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, 

Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami 

lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 

kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. 

40 36 Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 

kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi 

46 44 Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 

menghendaki kesukaran bagimu 

46 45 Allah hendak memberikan keringanan kepadamu 

47 47 Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) 

sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 

melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. 



50 52 Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu 

bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika 

disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi 

Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) 

sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 

melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. 

50 

 

53 Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; Tiadalah 

orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu 

apabila kamu telah mendapat petunjuk. hanya kepada 

Allah kamu kembali semuanya, Maka Dia akan 

menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 

50 54 Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang 

diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi 

orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan 

itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - 

karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang 

yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa 

yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, 

Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang". 



BAB IV 

101 13 dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam 

agama suatu kesempitan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran II 

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA 

Al-Gaza >li> 

Nama lengkap beliau adalah Abu> H{>a>mid Muh{ammad Ibnu Muh{ammad al-

Gaza>li>. Al-Gaza>li> terkenal dengan h{ujjatul Islam sebagai argumentator Islam 

karena jasanya yang besar dalam menjaga Islam. Belian Lahir pada tahun 450 H 

bertepatan dengan 1059 M di G>aza>lah suatu kota kecil yang etrletak di Thus 

wilayah yang waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuna di dunia 

Islam. Beliau dilahirkan dari keluarga yang anagt sederhana, ayahnya salah 

seorang pengrajin wol sekaligus sebagai pedagang hasil tenunnya, dan taat 

beragama dengan mempunyai semangat keagamaan yang tinggi, seperti terlihat 

simpatiknya pada ulama. Ayahnya mengharapkan anaknya kelak menjadi ulama 

yang selalu memberi nasehat. 

Perjalanan pendidikan al-Gaza>li> dimulai di wilayah kelahirannya. Kepada 

ayahnya beliau belajar al-Qur’an dan dasar-dasar ilmu agama yang lain, 

dilanjutkan di Thus dengan mempelajari dasar-dasar pengetahuan dengan berguru 

kepada teman ayahnya. Setelah dirasa rampung beliau melanjutkan belajar ke 

sekolah untuk mempelajari pokok-pokok Islam diantarnya kitab hadi>s\ seperti 

S}ah}i>h Bukha>ri>, Sunan Abi> Daud, dan lain-lain serta dalam bidang lain yakni us}u>l 

fiqh, mant}iq, filsafat, dan tasawuf.  



Al-Gaza>li> wafat pada hari Senin 14 Jumadil Akhir  505 H (1 Desember 

1111 M) di kota kelahirannya.Beliau mengarang tentang madzhab kitab ih}ya>’ 

ulum ad-di>n, al-Basi>t}, al-Wasit}, al-Wajiz, dan al-Khula>s}ah. Dalam us}u>l fiqh 

beliau mengarang al-Mustas}fa>, al-mankhul, bida>yah al-hidayah, al-ma’lu>d fi al-

khila>fiyah, syifa> al-alil fi baya>ni> masa>ila>t dan kitab-kitab lain dalam berbagai 

cabang keilmuan.  

Imam Asy-Sya>t}ibi> 

Nama lengkap beliau adalah Abu> Ish}a>q Ibra>hi>m ibn  Mu>sa> Al-Lakhmi> Al-

Garnat\i> Al-Ma>liki>. Beliau dilahirkan di Granada pada tahun 703 H, Karena beliau 

menghabiskan hidupnya di negeri Granada, Asy-Sya>t}ibi> dikenal dengan gelar Al-

Garnat\i>. Sedangkan nama Asy-Sya>t}ibi> itu dinisbahkan pada nama negeri asal 

keluarganya, Sya>t}ibah (Xativa atau Jativa). Kemudian Asy-Sya>t}ibi> wafat pada 

tahun 790 H/1388 M. 

Seperti umumnya ulama Islam, Asy-Sya>t}ibi> pertama-tama belajar bahasa 

arab, yang kemudian disusul dengan belajar bidang us}u>l fiqh dari Imam al-

Maqqa>ri> dan Abu> ‘Ali al-Mans}u>r. Tidak ketinggalan dengan Ibn Khaldun beliau 

belajar filsafat dan pemikiran Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd dengan Syari>f at-

Tilimsani. Tidak heran jika beliau menjadi terkemuka dalam bidang filsafat 

hukum Islam (Us}u>l Fiqh)  Asy-Sya>t}ibi menulis sejumlah karya diantaranya, Syarh} 

al-Jali>l ‘ala al-khulas}ah fi an-nah}wi, al-Muwa>faqa>t, al-I’tis}a>m, al-ifadah wa al-

insya>dah, ‘unwa>n al-Ittifa>q fi ‘ilm al-isytiqa>q, Us}u>l an-nah}wi, dan sejumlah 

fatwanya. 



 

Jasser Auda 

Professor Jasser Auda adalah salah satu pakar termuka saat ini di bidang Maqa>s}id 

asy-syari>’ah. Beliau anggota Dewan Eropa untuk Fatwa dan penelitian; anggota 

pendiri dam Komite Dakwah pada Perhimpunan  Sarjana Muslim Internasional 

dan pernah menjabat sebagai Direktur Maqa >s}id Center di London, Inggris. 

Hamka 

Nama asli beliau adalah H.Abdul Karim Amrullah, gelar Datuk Indomo 

yang terkenal dengan nama Hamka dilahirkan di Sungai Batang, Maninjau, 

Sumatera Barat pada 16 Februari 1908 dan beliau wafat pada 24 Juli 1981 (22 

Ramadhan 1401 H) dalam usia 73 tahun. Dari segi keturunan, Hamka mewarisi 

darah ulama dan pejuang yang kokoh ayahnya Dr. H. Abdul Karim Amrullah, 

seorang ulama besar dan tokoh utama dari gerakan pembaruan arau modernism 

Islam di Minangkabau.  

Pendidikan pertama ditempuh di Diniyah School Modal yang kemudian 

membawa Hamka menjadi intelektual otodidak. Keberanian dan ketekuanan, 

beliau memperoleh anugerah Doktor Honoris Causa dari Universitas al-Azhar 

Cairo dan Universiti Kebanggaan Malaysia (UKM).  

Dalam sejarah hidupnya, beliau mengisi tempat yang penting di dalam 

perjuangan kemerdekaan kemerdekaan nasional di Sumatera Barat. Selanjutnya 

Beliau aktif menjadi Dewan Pimpinan Masyumi pada tahun 1950-an. Selain itu, 



beliau juga menjabat ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama tahun 1975 

sampai 1981.  
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